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ABSTRACT

The aim of this study was finding empirical evidence about the effects of budgeting participation and
anthority delegation to local government officer performance in Bandarlampung. The sampling method in this
study was purposive sampling with 74 respondents from 56 SKPD in Bandarlampung. The analysis method
in this study used Structural Equation Model (SEM) SmartPLS 2.0 M3 software with variance basic. All
data has been collected through quisionare. This study found that budgeting participation and authority
delegation was  significantly effect to local government officer performance. By Implementing the officer
participation in budgeting there will motivate the local government officer to have responsibility toward their
program success. Desentralization anthority delegation will make every individual more responsible toward
their job from their leader than without participation on budgetary setting, then every individual will increase
their performance due to they have tried to achieve the organigation objective.

Keyword : Budgeting Participation, Authority Delegation and Local Government Offficer Performance.

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh
partisipasi penyusunana anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja aparatur
pemerintahan. Alasan pemilihan dari kedua variabel independen ini yaitu yang pertama
anggaran merupakan salah satu komponen terpenting dalam sutau organisasi, hal ini terbukti
dengan banyaknya topik yang sering sekali diteliti oleh ilmuwan mengenai partisipasi anggaran,
dan juga kaitan anggaran dengan kinerja. Hal ini dikarenakan anggaran merupakan salah satu
media untuk menilai kinerja suatu suatu organisasi salah satunya organisasi pemerintahan
(Deddi, 2007). Pelaksanaan yang telah terwujud maka akan menjadi salah satu komponen
dalam penilaian kinerja disektor pemerintahan, khususnya pemerintahan di kota Bandar
lampung. Kedua, Pelimpahan wewenang yang desentralisasi merupakan salah satu dasar yang
harus ada dalam organisasi. Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer
yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu peketrjaan
dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang
tersebut dilaksanakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada bagian BKD , bahwa didalam

SKPD BKD terdapat pelimpahan wewenang dari kepala dinas kebagian keuangan yang sesuai
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peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas maupun pemerintah kota Bandar Lampung,
dalam pelimpahan wewenang terdapat motivasi terhadap karyawan berupa insentif dan
tunjangan tetapi tidak untuk satu karyawan saja melainkan semua karyawan sehingga terdapat
kesenjangan antar karyawan lain. Masalah yang terjadi di SKPD kota Bandar Lampung adalah
ketidak puasaan atau ketidaksesuaian pemberian imbalan, penghargaan dengan kebijakan
pemerintah daerah sehingga mengakibatkan kemalasan dalam bekerja dan ketidakcapaian
target dalam instansi pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadidi Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari masih lemahnya kinerja
pemerintah tahun 2015 pada pencapain kegiatan pembangunan, meskipun secara nyata kinerja
yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung terlihat baik, akan tetapi dilihat dari
perolehan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2015 yang hanya tercapai 57,48%.

Dalam penganggaran dilakukan dengan system 7gp-down, dimana rencana dan jumlah
anggaran telah ditetapkan oleh atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan/pelaksana
anggaran hanya melakukanapa yang telah disusun. Penerapan system ini mengakibatkan
kinetja bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang dibetikan terlalu
menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi(overioaded) . Dalam proyeksi,
atasan/pemegang kuasa anggaran kurang mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh
bawahan/pelaksana anggaran sehingga memberikan tatget yang menuntut dibandingkan
dengan kemampuan bawahan/pelaksana anggaran. Bertolak dari kondisi ini, sector publik
mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat mengulangi masalah tersebut, yaitu
anggaran partisipasi. Melalui system ini, bawahan/pelaksana anggaran dilibatkan dalam
penyusunan anggaran yang menyangkut sub bagiannya sehingga tercapainya kesepakatan
antara atasan/pemegangkuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran mengenai anggaran
tersebut.

Peneliti yang menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja
aparatur pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Suwarno, Dkk (2010) dengan
menggunakan variabel pelimpahan wewenang dan motivasi sebagai variabel moderating. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi dan pelimpahan wewenang tidak memoderasi
pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan menurut
Ardiani, dkk (2013) menggunakan variable pelimpahan wewenang sebagai salah satu variabel
moderating. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang dalam
penyusunan anggaran yang terdesentralisasi memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja
manajerial dapat dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang dimulai
dari staf kepada atasan agar lebih optimal.

Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penelitian ini merupakan
modifikasi/penyesuaian dari penelitian yang dilakukan Ven (1980) yang awalnya adalah kinetja
manajerial. Penyesuain tersebut didasarkan pada alas an bahwa kinerja aparatur pemerintah
daerah dapat dinilai berdasarkan kemampuan aparat tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas
manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf,
negosiasi, danrepresentasi (Lopez et al, 2007).

Berdasarkan permasalahan dan fenomena diatas penelitiakan memodifikasi dan
menindaklanjuti penelitian Arifin (2012) dengan menambah pelimpahan wewenang sebagai
variable independen dan menghilangkan komitmen organisasi, budaya organisasi, dan gaya
kepemimpinan sebagai variable moderasi. Dipilihnya pelimpahan wewenang sebagai variabel
independen karena dengan memiliki tingkat kesadaran bekerja yang tinggi, para aparatur
diharapkan memiliki keseriusan ketika berpartisipasi dalam menentukan penyusunan target
anggaran dan menyampaikan apa yang seharusnya dicantumkan dalam angka-angka anggaran
dalam menunjang tercapainya tujuan organisasisektorpublik.

Termotivasi penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkonfirmasi kembali apakah

partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja
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aparaturpemerintahdaerah, dan apakah pelimpahan wewenang mempunyai pengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintahdaerah. Berdasarkan hal yang telah

diuaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja
aparatur pemerintah daerah ?

2. Apakah pelimpahan wewenang mempunyai pengaruh positif dalam partisisi penyusunan

anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah?

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka
Teori Penetapan Tujuan (Goal-Setting)

Teori penetapan tujuan (goa/ setting) dikembangkan oleh Locke pada tahun 1968.Teori
penetapan tujuan menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja
(kinerja). Konsep dasar teori penetapan tujuan adalah bahwa seseorang yang memahami
tujuan (apa yangdiharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya,
penetapan tujuan yang menentang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan meningkatkan
prestasi kerja, yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan keterampilan.Ada beberapa
pernyataan yang berkatian dengan konsep teori penetapan tujuan, yaitu (1) tujuan yang sulit
menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujuan mudah, (2) tujuan yang jelas (spesifik) dan
sulit menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujuan yang mudah, (3) tujuan yang jelas
(spesifik ) dan menantang akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujun yang bersifat
abstrak. Dalam proses penetapan tujuan, tujuan bisa ditetapkan bersama-sama antara
pimpinan dangan bawahan (partisipasif) atau tujuan itu ditetapkan sendiri oleh pimpinan
(Gitosudarmo dan Sudita, 1997).

Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran merupakan suatu proses penyusunan anggaran yang melibatkan
karyawan dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Karyawan yang terlibat dalam
proses tersebut akan merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi tanggung
jawab atau tugasnya, dibandingkan dengan karyawan yang terlibat dalam proses penyusunan
anggaran.

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Kinetja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai
tertuang dalam perumusan strategi (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum, kinerja
merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (indra,2006). Kinerja
aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu yang dapat dipakai untuk dapat
meningkatkan efektivitas organisasi.

Kinerja sektor publik merupakan tingkat kecakapan pegawai negeri dalam
melaksanakan aktivitas manajemen.Kinerja merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai
untuk meningkatkan efektivitas organisasi.Pengukuran kinerja yang handal merupakan salah
satu faktor kunci suksesnya organisasi. Penilaian kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja
masa yang akan datang, memberikan nilai umpan balik tentang kualitas kerja untuk kemudian
mempelajari kemajuan perbaikan yang dikehenaki dalam kerja. Kinerja aparat pemerintah
dinilai dari berbagai anggota-anggota dalam sektor pemerintah berupaya untuk memberikan
pelayanan terbaik dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di organisasinya untuk
memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani.Menurut peraturan
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pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, suatu kerja perangkat daerah adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah suatu pengguna anggaran atau barang.Sedangkan
kinerja suatu kerja perangkat daerah merupakan pengukuran keberhasilan organisasi dalam
pencapaian tujuannya, dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan yang
dicapai.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang digunakan untuk membantu para
manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur
finansial dan nonfinansial, selain itu sistem pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai
pengendalian organisasi karena didalam pengukuran kinerja juga ditetapkan reward and
punishment systemr (Wulandari, 2013).

Menurut Indra (2006) indikator pengukuran kinerja adalah kuantitatif dan kualitatif
yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan,

5 komponen yang ada didalam indikator pengukuran kinerja dalam hal ini kinerja

pimpinan dalam manajerial/ pimpinan dalam pelaksanaan program SKPD, yaitu:

1. masukan (inputs) adala segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan
dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran

2. keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang
dapat berupa fisik dan nonfisik

3. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada
jangka menengah (efek langsung).

4. Manfaat (benefif) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

Dampak (imzpacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif

w1

terhadap setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah diterapkan.

Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih tinggi
kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi
secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan
(Mulyadi dan Setyawan, 2000).Struktur organisasi yang disertai dengan tingkat pelimpahan
wewenang sentralisasi yang tinggi, menunjukkan bahwa semua keputusan yang penting
ditentukan pimpinan (manajemen) puncak, sementara manajemen pada tingkat menengah atau
bawahannya hanya mempunyai sedikit wewenang didalam pembuatan keputusan.Sebaliknya
tingkat pelimpahan wewenang desentralisasi yang tinggi memberikan gambaran bahwa
pimpinan puncak mendelegasi wewenang dan pertanggungjawaban pada bawahannya, dan
bawahan diberi wewenang untuk membuat berbagai keputusan (Riyadi, 2000).

Pengembangan Hipotesa
Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja aparatur pemerintah daerah
Partisipasi anggaran diperkirakan dapat mempengaruhi moral, sikap, motivasi kerja, dan
kepuasan kerja (Lopez, 2007), untuk itu agar tujuan anggaran dari suatu organisasi bisa
tercapai maka, partisipasi dari bawahan sangat dibutuhkan.Dalamsektor publik pengukuran
kinerja tidak sebatas pada masalah pemakaian anggaran, namun pengukuran kinerja mencakup
berbagaiaspek yang dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien dalam mencapai
kinerja.Penelitian yang dilakukan oleh Milani (1975), Brownell dan Hirst (1986) menemukan
bahwa terdapat hasil yang tidak signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan
kinerja aparat pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa
partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, karena
partisipasi yang tinggi yang terdapat dalam diri setiap individu dalam proses pennyusunan
anggaran akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan adanya partisipasi
oleh aparat pemerintah daerah, maka aparat tersebut berusaha untuk bertanggung jawab
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terhadap tugas yang dikembannya. Dengan adanya tanggung jawab ini, akan menjadikan
kinerja yang baik bagi organisasi pemerintah, sehingga semakin tingginya partisipasi aparat
pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan Pemerintah Daerah, sehingga dapat
ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1 :partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja

kinerja aparatur pemerintah

Pengaruh Pelimpahan WewenangDalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja
Aparatur Pemerintah Daerah

Pelimpahan wewenang merupakan suatu pemberian yang menjadi hakatas tugas dan
tanggung jawab untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan
sesuatu. Pelimpahan wewenang dalam organisasi juga berkaitan erat dengan struktur
organisasi.Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian kekuasaan dalam
suatu organisasiMenurut Gul ef a/. (1995) partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja
manajerial akan berpengaruh positif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat
desentralisasi, dan akan berpengaruh negatif dalam organisasi yang wewenangnya bersifat
sentralisasi. Sedangkan Penelitian Handayani (2013) menemukan bahwa desentralisasi tidak
mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial.
Tetapi beda dengan penelitian Choiri (2016) menyatakan bahwa pelimpahan wewenang
memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah daerah.

Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada manajer dalam penyusunan anggaran,
maka manajer memiliki tanggungjawab atas setiap keputusan dalam penyusunan anggaran.
Maka dengan adanya tanggungjawab atas pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran
akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat
hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut:

H3:Pelimpahan wewenang dalam partisipasi penyusunananggaran berpengaruh

positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

C. METODE
PENELITIAN Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah
kota Bandar Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS pemerintah
kotaBandarlampung satuan kerja terdapat 56 SKPD yang terdiri dari Instansi, Badan, Dinas,
Kantor Dan Kecamatan. Untuk sampelnya menggunakan purposive sampling dimana digunakan
sesuai dengan informasi yang akan diambil berdasarkan dari sumber yang sengaja dipilih
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut :

1. Hasil pajak daerah

Retribusi daerah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
Belanja Daerah

Rl

Pemilihan objek penelitian ini dengan pertimbangan bahwa kota Bandarlampung
merupakan ibu kota provinsi lampung dan merupakan kota yang telah memperoleh predikat
laporang keuangan dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga
tahun berturut-turut.
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Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu yang diperoleh
secara langsung dari instansi pemerintah daerah kota Bandarlampung dengan cara
menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjabat sebagai Sekretaris/setingkat
Sekretatis SKPD, Kepala Bidang/setingkat Kepala Bidang, dan Kepala Seksi/setingkat Kepala
Seksi yang bertugas di Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas, Kantor , Badan, dan Lembga teknis
daerah.

Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variablel yaitu dua variabel independen dan satu
variabel dependen yaitu variabel partisipasi anggaran dan pelimpahan wewenng sebagai
variabel independen dan variabel dependenya adalah kinerja aparatur pemerintah daerah.

Skala Pengukuran

Skala pengukuran menggunakan skala Likert (summated Rating Menthods) yang
dinyatakan dengan setuju/ tidak setuju terhadap suatu/ objek atau kejadian tertentu.Masalah
ini berupa beberapa alternatif kategori pendapat yang mengukur lebih sensitif dan dapat
dinyatakan dengan angka. Jawaban setiap pertanyaan dapat dibagi dalam urutan teratas
berdasarkan sikap subjek terhadap objek yang dinyatakan dan opsi jawaban tersebut sebanyak
5 pilihan .

Metode Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan partial Ieast Squer (PLS).
PLS merupakan sebuah model persamaan Stwctural Equation Modeling (SEM) yang berbasis

komponen atau varians.

Pengukuran Model (Measurement Model)

Pengukuran model dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar kosistensi dan
keakuratan data yang dikumpulkan.Pengukuran model dalam penelitian ini dilakukan dengan
uji validitas yang dilihat dari comvergent validity dan discriminant validity dan uji reabilitas
menggunakan cronbach alpha.
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D. HASIL DAN PEMBAHASAN
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Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian PLS secara statistik detiap hubungan yang dihepotesiskan dilakukan
dengan menggunakan simulasi.Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur
boostrapping dengan 500 kali resampling. Dalam pengujian hepotesis, apabila nilai koefesien
pathyang ditunjukkan oleh nilai statistik T (T-statistic) = 1,64 maka hipotesis alternatif dapat
dinyatakan didukung atau diterima, namun apabila nilai statistik T' (T-statistic) = 1,64 maka
hipotesis alternatif dinyatakan tidak didukung atau tidak diterima. Hasil analisis terhadap
pengujian Path Coefficients pada PLS adalah sebagai berikut:

Pengujian Hepotesis 1 ( Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap
Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah)

Dari hasil uji PLS inner modelpada gambarl diatas menunjukkan pengaruh variabel
partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemeruntah daerah menunjukkan
nilai koefisien jalur sebasar 0.2512 dengan T sebesar 3.3965. Nilai T hitung 3.3965 lebih besar
dari T tabel (1.640) dengan derajat kebebasan 5% atau tingkat probabilitasnya < 0.05.hasil ini
berarti bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur
pemerintah daerah .yang berarti sesuai dengan hepotesis pertama, yaitu partisipasi penyusunan
anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan
bahwa hipotesis pertama didukung, dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran
berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.Hal ini
menunjukkan hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran searah dengan kinerja
aparatur pemerintah daerah. Semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka kinerja
aparatur pemerintah daerah juga akan semakin tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Bambang dan Osmad (2007) bahwa adanya partisipasi
penyusunan anggaran juga mendorong setiap manajer untuk meningkatkan prestasinya
(kinerja) dan bekerja lebih keras karena merasa menganggap bahwa target organisasi dalah
merupakan target pribadinya. Hal ini yang mendorong instansi pemerintah untuk terus
berkembang dan meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran.Hasil penelitian Wulandari
(2013) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan
positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Keikutsertaan berbagai pihak, baik atasan maupun bawahan dalam penyusunan anggaran

dapat mendorong moral kerja yang tinggi. Dimana para pegawai akan berusaha menciptakan
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anggaran yang sesuai dengan standar atau kondisi yang diinginkan dimasa depan sehingga
kinerja suatu organisasi dapat ditingkatkan. Moral kerja yang tinggi dapat mengarahkan
seseorang kedalam perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi dan adanya suatu keyakinan
dalam diri anggoota organisasi bahwa pekerjaan merupakan tanggungjawab yang harus
diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Selain itu dengan tingginya partisipasi penyusunan
anggaran akan menghasilkan informasi yang efektif antara atasan dengan bawahan, sehingga
komunikasi antara atasan dan bawahan dapat berjalan dengan lancar.

Pengujian Hepotesis 2 (Pengaruh Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan
Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah)

Dari hasil uji PLS inner model pada gambar 1 diatas menunjukkan pengaruh variabel
pelimpahan wewenang terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah menunjukkan nilai
koefisien jalur sebasar 0.5893 dengan T sebesar9.4510. Nilai T hitung 9.4510 lebih besar dari
T tabel (1.640) dengan derajat kebebasan 5% atau tingkat probabilitasnya < 0.05.hasil ini
berarti bahwa pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah
daerah. Yang berarti sesuai dengan hepotesis kedua, yaitu pelimpahan wewenang yang bersifat
desentralisasi akan mempunyai pengaruh positif dalam partisipasi penyusunan anggaran
terthadap kinerja aparatur pemerintah daerah .Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua
terdukung.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Murtanto dan Hapsari (2000) serta
bangun(2009) yang membuktikan bahwa pelimpahan wewenang berpengaruh signifikan
terthadap penganggaran partisipatif dalam peningkatan kinerja bawahan. Konsisten dengan
hasil Penelitian Suetrisno (2010) menyatakan bahwa pelimpahan wewenang berpengaruh
positif terhadap kinerja manajerial, Pelimpahan dalam organisasi berkaitan dengan struktur
organisasi, serta penelitian Ardhani (2013) yang menyatakan desentralisasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja anggota, hal ini dapat diartikan jika desentralisasi meningkat maka
kinerja anggota meningkat. Artinya, semakin tinggi pengaruh struktur desentralisasi terhadap
partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan

wewenang terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan, pada SKPD Kota Bandar

Lampung. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama, menunjukkan interaksi antara partisipasi penyusunan
anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Partisipasi penyusunan anggaran
berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Artinya semakin tinggi tingkat
partisipasi penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja aparatur pemerintah daerah.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wulandari (2013), yang menyatakan bahwa
partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur
pemerintah daerah.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua, Pelimpahan wewenang berpengaruh positif terhadap
kinerja aparatur pemerintah daerah, artinya pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi
suatu organisasi maka kinerja akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian  Suetrisno (2010) yang menyatakan pelimpahan wewenang berpengaruh
signifikan terhadap kinerja manajerial.
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Saran
Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian, sehingga

saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Populasi dan sampel penelitian pada peneliti selanjutnya diharapkan memperluas populasi
dengan menambah pegawai bawahan agar lebih mengetahui bagaimana kinerja aparatur
pemerintah daerah secara menyeluruh.

2. Memperbanyak jumlah sampel penelitian dan melakukan wawancara kepada responden.

Implikasi

Studi ini setidaknya diharapkan dapat memberikan masukan kepada SKPD Kota Bandar
Lampung bahwa pentingakan adanya partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan
wewenang yang terdesentralisasi sebab pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran
yang terdesentralisasi terhadap kinerja pemerintah Kota Bandar Lampung.
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